
Oleh

Tjatja Kuswara



Definisi APBN

1. Menurut UU No 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,
Pasal 1 butir 1 bahwa Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.



2. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci mmuat
rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama
satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN,
Perubahan APBN dan Pertanggungjawaban APBN
setiap Tahun ditetapkan denga Undang-Undang



Dasar Hukum APBN

3. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum
yang paling tinggi dalam struktur perundang-
undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan
mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada
undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23
mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).



Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan
oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Berdasarkan hal
tersebut maka Pemerintah bersama-sama DPR menyusun Rancangan Undang-
Undang APBN untuk nantinya ditetapkan, sehingga akan menjadi dasar bagi
Pemerintah dalam mengelola APBN dan bagi DPR sebagai alat pengawasan.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.



UU No 17 Tahun 2003 
Pasal 15 ayat (6) 

Apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-
tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

tahun anggaran sebelumnya.



Prinsip Penyusunan APBN

4. Berdasarkan Aspek Pendapatan:

a. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan
penyetoran;

b. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara;

c. Penutupan ganti rugi atas keugian yang diderita oleh negara dan
penuntutan denda.

5. Berdasarkan Aspek Pengeluaran:

a. Hemat,efisien,dan sesuai dengan kebutuhan;

b. Terarah,terkendali dan sesuai dengan rencana program atau kegiatan;

c. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri
dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional



Azas Penyusunan APBN

1. Kemandirian: meningkatkan sumber penerimaan dalamnegeri;

2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas;

3. Penajaman prioritas pembangunan;

Menitik beratkan pada asas – asas dan UU Negara.



Fungsi APBN
UU No 17 Tahun 2003 (Pasal 3 Ayat (4))

APBN/APBD mempunyai fungsi:

1. Fungsi otoritasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan

2. Fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

3. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah
kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

4. Fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya. Efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan

6. Fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.



Peran DPR dalam Keuangan Negara

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 diamanatkan bahwa rancangan

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan

oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan PerwakilanRakyat (DPR)

dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD).



Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Pasal 69 ayat (1), DPR mempunyai fungsi:

1. Legislasi;

2. Anggaran;

3. Pengawasan. 



Hubungan Eksekutif dan Legislatif
dalam Penyusunan APBN

UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 13

(1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan
kerangkaekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan

Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan;

(2)Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangkaekonomi
makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam

pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya
.

(3)Berdasarkan kerangkaekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan
fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas

kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi
setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.



UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 14

(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran

kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai
dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang 

sedang disusun.



UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 14

(4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan

rancangan APBN.

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri
Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN 

tahun berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.



UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 15

(1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, 
disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan

Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

(2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan
undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang

tentang APBN.



UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 15

(4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan
Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilak- sanakan.

(5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, 
program, kegiatan, dan jenis belanja.

(6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan

pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.



1. Apa yang dimaksud dengan APBN dan mengapa APBN harus ditetapkan dalam bentuk
Undang - undang?

2. Siapa yang mengusulkan RAPBN? Jelaskan

3. Darimana sumber dana untuk membiayai APBN? Jelaskan

4. Mengapa APBN dapat dirubah dan faktor apakah yang dapat menjadi dasar dirubahnya
APBN dalam tahun berkenaan? Jelaskan

5. Kapan masa berlakuknya APBN?

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload
hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-
masing.

2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020,
pukul 23.00 WIB.

3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka
akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil
pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.

PEMBAHASAN


